
 

 
 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.5, 2009 AGREEMENT. Pengesahan. Konvensi. Kejahatan. 
Organisasi. (Penjelasan Dalam Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4960) 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2009 
TENTANG 

PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 

 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG  
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik 
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, 
Pemerintah Republik  Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja 
sama internasional untuk mencegah dan memberantas 
tindak pidana transnasional yang terorganisasi; 

  b.  bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi 
merupakan kejahatan internasional yang mengancam 
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kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan 
perdamaian dunia; 

  c. bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan 
ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak 
pidana transnasional yang terorganisasi; 

  d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia turut 
menandatangani United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di 
Palermo, Italia; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan United 
Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); 

Mengingat  : 1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3882); 

 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4012); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED 

NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL 
ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA 
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI). 
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Pasal 1 
(1) Mengesahkan United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi) dengan Pensyaratan (Reservation) 
terhadap Pasal 35 ayat (2).  

(2) Salinan naskah asli United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi) dengan Pensyaratan (Reservation) 
terhadap Pasal 35 ayat (2) dalam bahasa Inggris dan 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana 
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Undang-Undang ini. 

Pasal 2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2009 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ANDI MATTALATTA 
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LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  5  TAHUN 2009 

TENTANG 
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG  

TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 
 
 

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 35 AYAT (2) KONVENSI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  

TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI 
 
 
 

Pemerintah Republik Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) 
dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan 
penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur 
sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk 
Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang 
bersengketa. 
 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
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LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  5  TAHUN 2009 

TENTANG 
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG  

TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 
 

 
RESERVATION ON ARTICLE 35 PARAGRAPH (2) UNITED NATIONS 

CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
 
 

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound 
by the provision of Article 35 (2) and takes the position that dispute relating to 
the interpretation and application on the Convention which have not been 
settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said Article, 
may be referred to the International Court of Justice only with the concern of 
all the Parties to the dispute. 
 
 
 

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 
 
 
 
 

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
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